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Islam mengatur tentang pembayaran upah mengupah atau ijarah yaitu 
berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Salah 
satu bentuk muamalah adalah upah atau ijarah yang mana disini  pelaksanaan 
upah lembur di perusahaan jahit Asyfa. Agar upah mengupah itu berlangsung atas 
dasar kerelaan kedua belah pihak, maka dalam hal muamalah pemilik perusahaan 
harus bisa memenuhi hak para karyawannya. Sistem kerja pada perusahaan jahit 
Asyfa ini yaitu karyawan dalam bulan biasanya melakukan kerja lembur 40 jam, 
kemudian pada tanggal yang telah ditetapkan upah lembur karyawan hanya 
dibayar sebagian oleh pemilik perusahaan.  
Melihat dari latar belakang masalah diatas, muncul permasalahan yang 
pertama, bagaimana praktik terjadinya upah lembur kerja di perusahaan jahit 
Asyfa? kedua bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang 
pelaksanaan upah lembur kerja di perusahaan jahit Asyfa ?. Tujuan penelitian ini 
adalah pertama, untuk mengetahui praktik pelaksanaan upah lembur kerja di 
perusahaan jahit Asyfa. kedua untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan 
hukum positif terhadap pelaksanaan upah lembur kerja di perusahaan jahit Asyfa. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang berdasarkan kenyataan dilapangan dalam keadaan yang 
sebenarnya. Dan penelitian ini bersifat normative yaitu dengan mendekatkan 
masalah-masalah yang diteliti dengan norma-norma yang berada didalam 
ketetapan hukum Islam dan hukum positif. Adapun jenis sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primier dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif dengan cara pendekatan induktif yaitu mengemukakan fakta yang 
bersifat khusus dan diakhiri kesimpulan menggunakan teori yang bersifat umum. 
Praktik lembur kerja di perusahaan jahit Asyfa ini yaitu terjadi karna banyaknya 
pesanan baju dari konsumen dan mengejar waktu penyelesaian yang telah 
dijanjikan kepada konsumen sebelumnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, praktik pelaksanaan upah lembur kerja di 
perusahaan jahit Asyfa bahwa Praktik pelaksanaan upah lembur di perusahaan 
jahit Asyfa di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 
mengenai pembayaran upah, mereka menetapkan perjanjian pembayaran upah 
diawal sebelum bekerja yaitu dilakukan sebulan sekali, dan di setiap awal bulan 
para karyawan menerima upah/gaji mereka baik itu upah pokok maupun upah 
lembur. Pemilik perusahaan jahit asyfa ini menjanjikan upah pokok kepada 
karyawannya yaitu sebesar Rp.1.500.000/bulannya dan upah lembur mereka 
mengakadkan diawal yaitu sebesar Rp.7000/jamnya dan para karyawan di 
perusahaan jahit Asyfa ini setuju dengan perjanjian tersebut. Para karyawan di 
perusahaan jahit Asyfa ini biasanya melakukan kerja lembur seminggu 10 jam dan 
sebulan 40 jam mereka melakukan kerja lembur, jadi upah kerja lemur para 
karyawan ini selama sebulan yaitu: 40 x 7000 =  Rp.280.000. namun pada saat 
gajian telah tiba pemilik perusahaan jahit Asyfa ini hanya membayar sebagiannya 
saja dari hasil kerja lembur para karyawannya yaitu sebesar Rp.200.000 dan 
sisanya tidak diberikan kepada karyawannya dengan alasan pemilik perusahaan 
jahit Asyfa ini yaitu guna untuk melihat seberapa besar loyalitas para 
 
keryawannya terhadap perusahaan. Pelaksanaan upah lembur di perusahaan jahit 
Asyfa di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini tidak 
sah menurut hukum Islam karena syarat-syarat ijarah tidak semuanya terpenuhi 
dan adanya pelanggaran akad didalamnya. Praktek upah lembur di perusahaan 
jahit Asyfa di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini 
tidak sah dalam hukum positif karena melanggar kebijakan pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh dalam hal denda dan potongan upah yang terdapat di 
dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan poin (g) tentang denda 
dan potongan upah. Dan Hal ini mengacu kepada kontrak yang hanya berdasarkan 
secara lisan saja. Karena pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja 
dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 52 ayat 1 
























                        
                         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: CV Darus 
Sunnah, 2013). Hlm. 84  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka 
diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul-
judul dari skripsi ini adalah ”Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja di Penjahit Asyfa (Studi di Desa 
Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.  




2. Hukum Islam adalah adalah sebuah kumpulan aturan baik berupa 
perundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau 
masyarakat terikat sebagai subjeknya. Hukum Islam sendiri merupakan 
sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul 
baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang mengatur tingkah 




3. Hukum Positif adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) 
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati 
oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran 
                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), h. 741. 
3
Abdullah Ahmed an-Na‟im, Epistemologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Putsaka Pelajar, 
2009) h. 90 
 








5. Upah adalah jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama suatu 
jangka waktu, katakanlah, sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada 
upah nominal tenaga kerja.
6
 




7. Penjahit Asyfa adalah penyedia jasa di bidang fashion atau taxtile yang 
berada di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  
Berdasarkan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 
dari judul skripsi ini adalah Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Tentang Pelaksanaan Upah Lembur Kerja di Penjahit Asyfa (Studi di Desa 
Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan memilih judul ini sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif 
Karena adanya suatu praktek penambahan jam kerja kepada 
karyawan yang dilakukan oleh pemilik usaha penjahit Asyfa di Desa 
Bumisari tersebut merugikan karyawan yang bekerja pada usaha jahit Asyfa. 
                                                             
4
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.., h 774.  
6
 Mannan, Islamic Economics Theory and Practice, (Jakarta: Houder and Stoughton Ltd. 
1992) h.116. 
7
Ibid. h. 810. 
 
Karena setiap penambahan jam kerja atau lembur kepada karyawan uang 
lembur hanya dibayar sebagian saja dan sebagiannya tidak dibayar. 
2. Alasan Subjektif 
a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat 
memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan. 
b. Judul yang diangkat erat kaitannya dengan Fakultas Syariah terutama 
dalam jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang 
ditekuni saat ini. 
c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok 
permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini 
sebagai judul skripsi. 
C. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan 
manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran 
yang paling penting adalah muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). 
Muamalah yaitu hukum-hukum syara‟ yang berhubungan dengan urusan dunia 
untuk melanjutkan ekstensi kehidupan seseorang seperti upah mengupah.
8
 
Muamalah juga bisa diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupannya.
9
 Bagi seorang 
Muslim, bermuamalah tidak hanya untuk mencari keuntungan tertentu, akan 
                                                             
8
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta:  Prenamedia Group, 2011), h. 2. 
9
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2. 
 
tetapi untuk mencari ridho Allah SWT serta untuk menanamkan etika 
bermuamalah. 
Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara, dan 
mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk 
menghindari benturan-benturan kepentingan yang memungkinkan terjadi. 
Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam 
hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mua‟malah. Di antara sekian 
banyak bentuk mua‟malah yaitu upah. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha 
kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup manusia.
10
 Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu 
motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para pekerja akan menjadi lebih 
baik.  
Dalam hal upah, Islam telah memberikan ketentuan dasar mengenai 
akad atau perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan 
hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan yang berisi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak pertama merupakan suatu 
kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi 
majikan yaitu membayar upah atau gaji.
11
 Upah harus diberikan sebagaimana 
yang diisyaratkan Allah dalam al-Qur‟an surat Al-„Imran ayat 57 yang 
berbunyi: 
                                
                                                             
10
Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru:  Suska Press, 2008), h. 164. 
11
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Perdata Islam (Yoyakarta:  UII Press, 2000), h. 
5. 
 
Artinya :“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-
amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka 
dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak 




Maksud dari ayat di atas ialah, setiap pekerjaan orang yang bekerja 
harus dihargai dan diberi upah. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja 
merupakan suatu kezaliman yang tidak disukai Allah. Begitu juga bisa 
dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian upah setiap bulan maka 
hendaknya segera diberikan.
13
 Upah yang diberikan juga hendaknya sebanding 
dengan kegiatan atau tugas-tugas yang telah dikerjakan. Di dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 78 tentang pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah 
kerja lembur. 
Namun pada praktik yang terjadi di pengusaha jahit Asyfa di Desa 
Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan di mana pada saat 
orderan atau pesanan baju yang akan dijahit menumpuk atau banyaknya 
pesanan seperti pesanan seragam sekolah, pabrik dan sebagainya menuntut 
waktu penyelesaiannya dengan waktu dekat atau cepat. Kemudian di sini 
pemilik usaha jahit menambahkan jam kerja atau lembur yang mana 
sebelumnya para karyawan bekerja 8 jam/hari menjadi 10 jam atau lebih, guna 
untuk mempercepat waktu penyelesaian pesanan baju tersebut. 
Setelah para karyawan penjahit Asyfa ini melakukan kerja lembur atau 
melebihi ketentuan jam kerja pada biasanya, di sini pemilik usaha jahit Asyfa 
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hanya memberikan sebagian upah lembur kepada karyawannnya dan 
sebagiannya lagi tidak dibayar oleh pemilik usaha dengan alasan untuk 
mengetahui seberapa besar loyalitas karyawan. Praktik upah mengupah ini 
memang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena bisa membuat 
karyawan yang bekerja di penjahit Asyfa tersebut merasa dirugikan akibat 
adanya upah lembur yang tidak dibayar oleh pemilik usaha jahit Asyfa 
tersebut.  
Penjahit Asyfa ini memiliki jumah karyawan keseluruhan yaitu 5 orang 
karyawan, para karyawan ini digaji bulanan oleh pemiik usaha jahit tersebut 
yang mana besar gaji para karyawan ini yaitu sebesar Rp.1.500.000/bulannya, 
Uang lembur yang diberikan yaitu hanya sebagiannya saja. Karyawan di 
penjahit Asyfa ini biasanya melakukan kerja lembur 10 jam/minggu, di sini 
upah lembur mereka sebesar Rp.7000/jam, selama satu bulan karyawan-
karyawan ini melakukan kerja lembur sebanyak 40 jam, jadi/bulan gaji lembur 
mereka yaitu sebesar Rp.280.000 di sini pemilik usaha tersebut hanya 
memberikan sebagian saja yaitu sebesar Rp.200.000 dan sisanya tidak 
dibayarkan dengan alasan untuk menguji loyalitas para karyawan, sikap 
karyawan yang ada di penjahit Asyfa ini tidak sepenuhnya menerima apa yang 
telah menjadi kebijkan pemilik penjahit tersebut, adapun jumlah kantor 
penjahit Asyfa ini yaitu hanya mempunyai satu kantor saja untuk memproduksi 
pakaian. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan 
yang berkaitan dengan “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 
 
Pelaksanaan Upah Lembur Kerja di Penjahit Asyfa (Studi di Desa Bumi Sari 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Karena adanya satu pihak 
yang dirugikan.   
D. Fokus Penelitian 
Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, 
maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada 
“Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Upah 
Lembur Kerja di Penjahit Asyfa (Studi di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan)”.  
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan upah lembur kerja di penjahit Asyfa di 
desa Bumisari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang pelaksanaan 
upah lembur kerja di penjahit Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan upah lembur kerja di 
penjahit Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan. 
 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif 
tentang pelaksanaan upah lembur kerja di penjahit Asyfa di desa Bumisari, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
F. Signifikan Penelitian 
Signifikan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya berkaitan dengan perbuatan 
ibadah dan muamalah dalam kehidupan masyarakat. 
b. Untuk memberikan wawasan serta pemahaman lebih lanjut terkait studi 
hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakutltas Syariah 
Jurusan Muamalah. 
c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam 
keadaan yang sebenarnya.
14
 Dalam hal ini penulis akan menggali data-data 
yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu di penjahit Asyfa di 
Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.  
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi 
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objek, gejala atau kelompok tertentu.
15
 Dalam hal ini peneliti akan 
menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan pemberian upah lembur 
karyawan yang terjadi di penjahit Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau 
lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada 
peneliti. Adapun yang menjadi sumber data utama ini yaitu pemilik usaha 
dan karyawan penjahit Asyfa yang mengalami kejadian secara langsung 
dari proses pembayaran upah lembur karyawan di desa Bumisari, 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artiket, 




Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
17
 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Dalam hal ini yang 
                                                             
15
Moh.Nazir, Metode Penelitian (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), h. 54. 
16
Muhammad Pabundu Tika, Metedologi Riset Bisnis (Jakarta:  Bumi Aksara, 2006), h. 
57. 
17
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2017),h. 80. 
 
menjadi populasi penelitian ini adalah pemilik usaha dan seluruh karyawan 
penjahit Asyfa yang berada di desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten 
Lampung Selatan. Jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi yaitu teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek 
peristiwa atau objek yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik 
pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan 
dan dicatat secara sistematis.
18
 Observasi tersebut bertujuan untuk 
mengamati dan mencermati bagaimana praktik pembayaran upah 
karyawan di penjahit Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih 
dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap 
informasi atau keterangan.
19
 Pada praktiknya, penulis menyiapkan daftar 
pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan 
permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pemilik usaha 
dan karyawan penjahit Asyfa guna mendapatkan informasi yang sebenar-
benarnya tentang pemberian upah lembur kerja karyawan di penjahit 
Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
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c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen tertulis seperti buku catatan, transkrip dan sebagainya. Lalu 
dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode 
ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-
data maupun keterangan lain yang terkait dengan pemberian upah lembur 
karyawan di penjahit Asyfa di desa Bumisari, Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan. 
6. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data ( Editing) 
Editing adalah pengecekkan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang 
dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.
20
 
b. Sistemating  
Sistemating adalah melakukan pengecekkan terhadap data atau 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan 
sesuai dengan klasifikasi yang diperoleh. 
7. Metode Analisis Data 
Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
didahului dengan metode deskriptif analisis komparatif, yaitu bertujuan 
untuk mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan 
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data-data tentang praktik pemberian upah lembur karyawan di penjahit 
Asyfa di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan 
yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan 
kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah 
kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik pemberian upah 
lembur karyawan. 
Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala 
yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di 
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1. Kajian Teori 
1. Ketentuan Umum Tentang Perburuhan (Ijarah) 
a. Pengertian Perburuhan  
 
Secara etimoligi ijarah adalah bentuk mashdar dari kata ajara-
ya‟jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. 
Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajru makna 




Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam 
waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi 
sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau upah-mengupah atas suatu 
jasa dalam waktu tertentu melaui pembayaran sewa atau imbalan jasa. 
Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan 
hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas 
barang itu sendiri.
23
 Dalam pengertian lain ijarah adalah sewa barang 
dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
24
 Ijarah juga dapat 
diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu, ijarah 
dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease contact. Lease 
contact adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan 
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(equipment), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-
barang, seperti mesin- mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada 
salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah 
ditentukan secara pasti sebelumnya.
25
 
Ijarah juga dapat diartikan adalah upah sewa yang diberikan 
kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai 
balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah ajr, 
ujrah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan apabila 
seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini 
hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang 
negative. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di 




Secara terminologi Al-ijarah merupakan suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”
27
 Berikut ini merupakan 
definisi terminology yang dijelasan oleh beberapa ulama antara lain 
adalah sebagai berikut: 
1) Menurut Hanafiah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan 




                                                             
25
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,  h.245. 
26
 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta: PT Mizan Publika, 
2010), h. 145. 
27
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), h. 7. 
28
 Sohari dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.168. 
 
2) Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk 




Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, 
tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya 
menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk 
dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis 




Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk 
diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. 
Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia 
adalah „ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan 
manfaat, bukan barangnya itu sendiri.
31
 
Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah 
untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang 
berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, 
tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. 
Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang 
mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja.
32
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Wahbah al-Zuhaily menjelaskan ijarah yaitu bai‟ al-manfah yang 
berarti jual beli manfaat.
33
  
Akad ijarah, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 




Upah menurut pandangan Islam menawarkan suatu penyelesaian 
yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan 
kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-
hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak 
kejam terhadap kelompok pekrja dengan menghilangkan hak sepenuhnya 
dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa 
harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang 




Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah dapat kita 
pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah 
uang yang diperoleh oleh seorang pekerja selama suatu jangka waktu, 
katakanlah, sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal 
tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung pada 
berbagai faktor  seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan 
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seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup 
yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: “pekerja 
kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan 
harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya”.
36
 
Teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori produk 
marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara 
kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan 
penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan 
konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat 
kapitalis, datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor 
produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. 
Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, majikan 
akan terus mempekerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Tentu 
saja ia akan berhenti mempekerjakan tenaga kerja tambahan pada batas 
di mana biaya mempekerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya 
kurang sedikit dibandingkan dengan) tambahan yang dilakukannya pada 
nilai jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan, seperti halnya masing-
masing konsumen, memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan 
hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan 
permintaan semua majikan yang terjadi dalam keseluruhan hubungan 
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dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga 
kerja secara keseluruhan dan tarif upah di pasaran.
37
 
Sekalipun teori produk marjinal mengenai upah, yang telah 
banyak mendapat kecaman, dianggap benar, namun hal ini akan tetap ada 
hanya dalam kondisi persaingan yang benar-benar. Tetapi dalam dunia 
yang sesungguhnya, pesaingan tidak pernah murni. Mungkin saja 
terdapat kurang persaingan di kalangan para majikan. Sebagaimana 
diketahui di antara semua komoditi tenaga kerjalah yang paling tidak 
tahan lama. Sebaliknya majikan sendiri berada dalam posisi yang 
menguntungkan. Marshal berkata “Ingatlah bahwa seorang yang 
mempekerjakan seribu orang lain, seolah-olah pasaran tenaga kerja.” 
Disebabkan oleh kelemahan mereka dalam perundingan, maka para 
pekerja di bawah kapitalisme mungkin mendapat upah yang jauh lebih 
rendah dari produk marjinal mereka.
38
 
Pengisapan terhadap buruh oleh para majikan dilarang oleh Islam. 
Dalam hal ini adalah membesarkan hati untuk mengutip sabda Nabi 
Muhammad SAW yang berbunyi: 
“Allah SWT saja memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena 
itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain”. 
Nabi SAW juga bersabda:  






“Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat 
dibadannya kering”.  
Selanjutnya, diriwayatkan bersumber dari Ibn Majah bahwa Nabi 
SAW berkata:  
“Kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah 
dilakukan oleh para karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka 
sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya”. 
Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah 
yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat 
dipaksakan oleh seluruh kekuasaan Negara. Bila reorientasi sikap Negara 
telah dilaksanakan, maka penetapan upah dan perumusan produktivitas 
sesungguhnya hanya merupakan soal penyesuaian yang tepat. Di semua 
Negara Islam di dunia, sangat diperlukan ditegaskannya kembali cita-cita 
dinamika yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima 
prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk 
mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-
lainnya. Diterimanya hak-hak ini tidak berarti bahwa para pekerja akan 
mempunyai kebebasan tidak terbatas untuk melakukan apa saja. Islam 
mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun 
milik majikan. Nabi SAW diriwayatkan berkata:  
“Penghasilan terbaik ialah penghasilan seorang pekerja, dengan syarat 
ia melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan ia hormat kepada 
majikannya”. 
 
Negara Islam memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti 
sosial pekerja dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam menghendaki 
pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk ini kompromi antara 
buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. Penulis 
percaya jika para pekerja dan majikan diresapi oleh nilai-nilai Islam, 
larangan terhadap pemogokan dan ditutupnya tempat-tempat kerja 
menjadi tidak perlu, dan relative tidak penting. Sekarang ini, persoalan 
pokok yang dihadapi negara-negara Islam bukanlah bagaimana melarang 
atau membatasi pemogokan melainkan bagaimana menanamkan nilai-
nilai kehidupan Islam dalam hubungan antara buruh dan majikan.
39
 
Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan 
imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut 
perjanjian yang telah disepakati.
40
 
b. Dasar Hukum  
Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah/upah adalah Al-Quran, 
Al-Sunnah dan Al-ijma‟. 
1) Al-qur‟an 
                   
                              
                  
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 
dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
41
 (QS. Az-Zukhruf [43] : 
32) 
 
                        
                          
                          
                      
                      
                         
      
Artinya:  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu 
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.
42
 (Q.S. Al-baqarah [2] : 233) 
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                       
                        
                       
                      
Artinya:  Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".  
Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku 
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".
43
 (QS. Al-Qashash 
[28] : 26-27) 
 
2) Al-Sunnah    
ْقَاَل: ب نِْ اللِْ َعب دِْ َعنْ  ْأَع ُطو اْ ُعَمَر َْسلََّم: َْو َْعَلي ِو ْالِلَْصلَّىْالُل َْرُسو َل قَاَل
َْعَرقُوُْاأَلِجي ْ  َْيَِفَّ رَُهْقَ ب َلَْأن    44.)َرَواُهْاب ُنَْماَجو( َرَْأج 
Artinya: “Dari Abdillah bin Umar  ia berkata, berkata Rasulullah 
Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering.” (H.R. Ibnu Majah). 
ْ َْأِِبَْسِعي ٍد ْقَاَل:َْعن  َْسلََّم َْو َْصلَّىْالُلَْعَلي ِو ْالنَِّبَّ َْأنَّ َْرِضَىْالُلَْعن ُو رِىِّ َاخلُد 
رَتَوُْ َتأ َجَرَْأِجي  رًاْفَ ل ُيَسمِّْلَُوُْأج   45.)َرَواُهَْعب ُدْالرَّزَّاِق(  َمِنْاس 




 Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Loc.Cit., 
45
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Artinya: Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw 
bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah 
upahnya” (H.R. Abdul Razaq). 
3) Ijma‟ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
46
 
c. Aturan Pembayaran Upah Buruh 
Aturan pembayaran upah yang sesuai dengan hukum Islam, maka 
hendaklah mengacu kepada pada hadits yang diriwayatkan oleh ibnu 
Majah, bahwa Nabi SAW. Bersabda: 
َْقاَل: ب نِْ اللِْ َعب دِْ َعنْ  َرُهْ ُعَمَر َْأج  ْاأَلِجي  َر َْأع طُو ا َْسلََّم: َْو َْعَلي ِو َْصلَّىْالُل ْالِل َْرُسو َل َقاَل
َْعرَْ َْيَِفَّ اب ُنَْماَجو(. قُوُْقَ ب َلَْأن  )َرَواهُْ
47
  
Artinya: “Dari Abdillah bin Umar  ia berkata, berkata Rasulullah Saw: 
berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” 
(H.R. Ibnu Majah). 
d. Rukun dan Syarat Upah 
1) Orang yang memberi upah, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang 
kemudian meberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda 
yang digunakan, disebut pengguna jasa atau mujir. Dalam hal ini 
disyaratkan baligh, berakal. 
2) Orang yang menerima upah, baik dengan tenaga atau dengan alat yang 
dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa 
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dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau musta‟jir. 
Dalam hal ini disyaratakan baligh dan berakal. 
3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang 
digunakan disebut ma‟jur. Sesuatu yang menjadi objek upah 
mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi 
objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut 
agama (Islam). Syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu 
jasa adalah: bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus 
jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang oleh 
agama untuk dikerjakan. Bila yang diupahkan adalah pekerjaan yang 
tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik 
ke puncak menara tanpa alat atau tidak boleh dikerjakan oleh agama 
seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah. Bila yang 
menjadi objek  transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang 
itu dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan 
penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya. Bila 
barang yang disewa tersebut tidak dapat digunakan seperti mobil 
sedang rusak; atau tidak dapat diserahkan penggunanya seperti mobil 
dalam tahanan polisi; atau tidak jelas waktu penggunaannya seperti 
mobil pribadi yang disewa tidak menyebutkan waktu atau tiadak 
dijelaskan batas penggunaannya seperti naik bus tidak ditentukan arah 
dan batasnya, maka transaksi sewa menyewa ini tidak sah.
48
  




4) Imbalan sebagai bayaran (upah), imbalan atas  jasa yang diberikan 
disebut upah atau sewa.
49
 Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah 
jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. 
Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun, atau tidak 
jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya, 
atau tidak jelas ukurannya, atau tidak jelas waktu pembayarannya, 




5) Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan: 
a) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. 
b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan 
lain. 
c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.51 
e. Macam-Macam Upah 
Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu ijarah „ain (sewa langsung) 
dan ijarah dzimmah (sewa tidak langsung). 
1) Ijarah „ain adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang sudah tentu 
(secara langsung manfaatnya didapat dari barang yang disewa). 
Misalnya, seseorang berkata, “Aku sewakan rumah ini atau mobil ini,” 
saat menyewa mobil tertentu yang sudah diketahui oleh dua orang 
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 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia…, h. 150. 
 
yang bertransaksi. Contoh lain, sesorang disewa langsung untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya menjahit baju.
52
 
2) Ijarah dzimmah adalah sewa atas manfaat dari suatu yang dikuasai 
(dioperasikan atau diatur) seseorang (bukan dari barangnya secara 
langsung). Misalnya, menyewa seseorang untuk mengantar ke suatu 
tempat menggunakan mobil yang tengah dioperasikannya atau 
menyewakan mobil yang dioperasikannya untuk jangka waktu 
tertentu. Contoh lain, meminta seseorang untuk mengirimkan 
pekerjaan untuk mengerjakan sesuatu, seperti membangun rumah dan 
menjahit. Pada zaman sekarang, transaksi yang termasuk dalam jenis 
ijarah dzimmah ini adalah penggunaan berbagai alat transportasi 
umum. Persewaannya kembali kepada manfaat yang datang dari 
penguasa atas barang itu, bukan langsung dari barang yang disewa.
53
 
Syarat-syarat Ijarah „Ain (sewa langsung): 
1) Barang yang disewakan sudah ditentukan. Tidak sah menyewakan 
salah satu dari dua mobil tanpa ditentukan (yang mana yang akan 
disewakan) sebagaimana yang sudah dibahas pada bagian lalu. 
2) Barang yang disewakan ada dan disaksikan oleh kedua belah pihak 
yang bertransaksi saat transaksi dilakukan. Jika seseorang 
mengatakan, “Saya sewakan rumah, mobil, atau baju ini kepadamu,” 
sedangkan keduanya tidak berada di rumah yang diakadkan atau 
mobil dan baju tidak berada diempat akad dilangsungkan, 
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transaksinya tidak sah, kecuali kedua orang ini sudah melihat 
barangnya beberapa saat sebelum akad. 
3) Pemenuhan manfaat tidak boleh ditangguhkan dari waktu akad. 
Misalnya, menyewakan rumah untuk tahun depan, menyewakan diri 
untuk bekerja pada awal bulan depan, menyewakan mobil yang baru 
dapat digunakan besok, atau menyewakan rumah untuk satu tahun 
atau satu bulan, tetapi dihitung sejak awal bulan yang sudah lewat. 
Hal-hal seperti ini terlarang, kecuali dilakukan oleh orang yang saat 
akad tengah menyewa benda itu untuk suaru masa yang berakhir saat 
waktu sewa baru dimulai. Dalam kasus ini, transaksi ijarah sah karena 
sifatnya hanya memperpanjang waktu sewa. Kasus ini sama dengan 
menyewa barang untuk dua masa dalam satu kali akad.
54
 
Syarat-syarat Ijarah Dzimmah (Sewa Tidak Langsung): 
1) Upah sewa harus diberikan langsung saat transaksi karena ijarah jenis 
ini menyerahkan manfaat secara langsung. Maka dari itu, upah sewa 
pun harus diserahkan secara langsung ditempat transaksi. Jika ada 
penangguhan, sama saja dengan tidak adanya penyerahan langsung. 
2) Jika kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan upah sewa, 
transaksi tidak sah sekalipun akan dibayarkan di tempat yang sama. 
Juga tidak sah saat keduanya tidak bersepakat atas penangguhan, 
tetapi pembayaran tidak dilakukan langssung di tempat akad. 
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3) Hendaknya, barang yang akan disewakan dijelaskan bentuk, macam, 
dan sifatnya. Misalnya, menyewa jasa pengiriman paket ke luar 
negeri. Pemilik penjahit harus menjelaskan transportasi yang akan 
digunakan untuk mengantarkan paket tersebut, menggunakan 
transportasi udara, laut, atau darat, kendaraannya besar atau kecil, 




f. Pembatalan dan Rusaknya Upah 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang 
berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad 
pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh  yang akan 
dijelaskan pada pembahasan batal dan berakhirnya ijarah. 
Ijarah tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang 
berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan 
warisan, apakah ia sebagai pihak mu‟ajir atau musta‟jir. 
Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Zahiriyah, 
pendapat Syafi‟i, Al-Tsauri dan Al-Laits bin Sa‟d. Dan tidak menjadi 
fasakh dengan dijualnya barang („ain) yang disewakan untuk pihak 
penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai 
penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah.  
Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: 
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1) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa 
atau terlihat „aib (cacat) lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi „ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk yang dijahitkan, karena akad tidak mungkin 
terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, 
atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah 
fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir 
sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa 
sanpai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada 
pihak penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
5) Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: Diperbolehkan 
memfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu 
pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, 
kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, 






                                                             
56
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, h.28. 
 
1. Upah dan Upah Lembur Menurut Hukum Positif 
a. Pengertian Upah 
 
Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan 
adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan 




Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh 
selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 
Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan 
serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau 
keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah 
uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah 
barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.
58
  
Pengertian upah sangat melekat pada buruh/pekerja dan sangat 
melekat juga dengan perusahaan/industri. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
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pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.
59
 
Dalam peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
perlindungan upah Pasal 1, upah adalah suatu penerimaan sebagai 
imbalan dari pengusaha kepada buruh atau suatu pekerjaan atau jasa yang 
telah akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 
ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-
undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 




Agar dapat memahami apa itu upah, pengupahan maka harus 
dipahami juga istilah-istilah yang berkaitan dibawah ini:
61
 
1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 
2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilakn barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
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4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
5) Pengusaha, pengusaha adalah: 
a) Orang perseorangan persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
6) Perusahaan adalah: 
a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan 
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
b) Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 
7) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 
dan kewajiban para pihak. 
 
8) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 
pekerja, upah, dan perintah. 
9) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi 
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 
10) Kesejahteraan pekerja atau buruh suatu pemenuhan kebutuhan 
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, bak di 
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam 
lingkungan kerja yang aman dan sehat. 
Istilah-istilah di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan 




Dengan adanya istilah buruh yang merupakan istilah teknis saja 
yang kemudian berkembang menjadi istilah pekerja karena lebih sesuai 
dengan nilai dalam kaidah ketenagakerjaan yaitu falsafah bangsa 
Indonesia yaitu pancasila, di mana nilai-nilai yang terdapat dalam 
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Pancasila ingin diterapkan dalam tata nilai hukum nasional sebagai 
perubahan tata nilai hukum warisan Hindia Belanda yang masih berlaku 
dalam hukum Positif Indonesia.
63
 
Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
Di samping itu tenaga kerja merupakan tulang punggung 
pembangunan yang dalam ini adalah pertumbuhan industri, maka 
kegiatan yang dilakukan, akan mengandung aspek hubungan social, 
hubungan hukum, dan hubungan antar dan inter organisasi yang dapat 
menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila.
64
 
Sedangkan pembahasan mengenai pengupahan itu secara jelas 
dalam UU ketenagakerjaan Bab X pasal 88 dan pasal 89 ialah sebagai 
berikut: 
Pasal 88 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewajibkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
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Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana   
dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 
a. Upah minimum; 
b. Upah kerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena halangan; 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. Denda dan potongan upah; 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan 
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Pasal 89 
a. Upah sebagaimana dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri 
atas: 
 
b. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota; 
c. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau 
Kabupaten/Kota. 
d. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 
kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
e. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 
Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
f. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan 
hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan 
keputusan Menteri. 
Pasal-pasal di atas tentang pengupahan sesuai dengan terbitnya 
peraturan Ketenagakerjaan nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tentang 
komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 
sekaligus sebagai aturan pelaksana pasal 89 ayat (4) Undang-undang No 
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjadi 
pedoman penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang digunakan sebagai 
payung hukum. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
 
4279, Undang-undang N0 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang 
Dewan Pengupahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999. Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 226/Men/2000
65
 
tentang Upah Minimum; dan hasil pertemuan lembaga Kerja sama 
Tripartite Nasional tanggal 24 Agustus Tahun 2005 menghasilkan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
PER.07/MEN/2005/VIII/ tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 
Pencapaian Hidup Layak. 
Dengan ditetapkan dan berlakunya Peraturan Menteri ini maka 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-81/Men/1995 tentang 
penetapan komponen kebutuhan hidup minimum dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan untuk penetapan upah minimum tahun 2006 berdasarkan 
KHL dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi. 
Dalam Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 
mengamanatkan upah minimum harus berdasarkan pada KHL yang 
ditetapkan. Ketentuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman 
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penyelenggaraan jaminan social bagi tenaga kerja yang melakukan 
pekerjaan di luar hubungan kerja yang digunakan sebagai payung hukum 
bagi buruh agar mendapatkan keadilan dan menghindari eksploitasi 




Untuk mendapatkan keadilan dan menghindari eksploitasi 
tersebut tentunya harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari Jamsostek, 
program Jamsostek merupakan program pemerintahan yang bertujuan 
memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat 
dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi risiko-risiko yang 
timbul dalam hubungan kerja.
67
 
Perlindungan dasar bagi tenaga kerja tentu harus mengarah pada 
seluruh lapisan tenaga kerja peserta jamsostek. Oleh karena itu sistem 
penyelenggaraan system kerja jamsostek berlaku prinsip gotong royong. 
Yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang 
berpenghasilan tinggi membantu yang pengahasilan rendah.
68
 
Perlindungan program Jamsostek tersebut berbentuk santunan dan 
penggantian biaya atas seluruh penghasilan yang hilang atau berkurang 
sebagai akibat dari risiko-risiko social ekonomi yang ditimbulkan karena 
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kecelakaan kerja, cacad, sakit, hamil, bersalin, hari tua meninggal dunia 
dan lain-lain. 
Maka dari itu pelaksanaan pengawasan perlindungan terhadap 
pelaksanaan jamsostek pada perusahaan sangat penting untuk menuju 
kesejahteraan pekerja. Hal ini sesuai dengan diwajibkannya harus ada 
jamsostek pada perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
69
 
b. Dasar Hukum Pengupahan di Indonesia 
Dasar hukum pengupahan adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia yang dijadikan pedoman atau dasar 
pengupahan di Indonesia yaitu: 
1) Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Bidang 
Ketenagakerjaan. 
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Pasal 88 sampai pasal 101. 
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan Tahun 1993 dan Asuransi 
Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, 
dan Asuransi Sosial ABRI (ASABRI). 
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4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 
5) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah. 
8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 
Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan 
Hidup Layak. 
9) Permenakertrans Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 mengamanatkan 
upah minimum harus berdasar pada KHL yang ditetapkan. 
10) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi RI 
tentang Hak Materiil. 
11) Sesuai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/Men/Sj-
HK/VIII/2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan 
dan Perawatan. 
c. Sistem Pembayaran Upah Menurut Hukum Positif 
Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah 
mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak 
 
mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia 
mencakup beberapa cara, di antaranya: 
1) Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu system 
pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan 
sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-
hari, dan per-jam. 
2) Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang 
didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu 
secara menyeluruh. 
3) Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang 
lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang 
yang dihasilkan. 
4) Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah 
yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang 
selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri. 
5) Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah 
yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh 
majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya 
diterima. 
6) Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang 
didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan 
oleh usaha yang bersangkutan. 
 
7) Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya 
disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai 
yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.
70
           
Dalam hal pembayaran upah, pengusaha dan karyawan/buruh dapat 
melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat 
pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Menurut 
pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-
cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya 
sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu 
minggu. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu 
maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuen pasal 17 
KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar 
sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja. 
Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) juga dapat digolongkan 
ke dalam 3 kelompok yaitu: 
1) Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang 
dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. 
2) Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu system pemberian gaji yang 
hanya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau 
menghasilkan pekerjaan. 
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3) Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan 
atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara 
menyeluruh.
71
   
Pembayaran upah juga ditinjau dari beberapa hal, yaitu:   
1) Dari segi individu: merupakan gerak daripada bahan pikiran setiap 
orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah. 
2) Dari segi sosial: melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau 
jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. 
3) Dari segi spiritual: merupakan hak dan kewajiban manusia dalam 
memulihkan dan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa.
72
 
Pelaksanaan pengupahan dalam hukum positif juga tidak terlepas 
dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik karyawan maupun 
pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai 
berikut: 
1) Hak Karyawan   
a) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
73
 
b) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: 
(1) Keselamatan dan kesempatan kerja. 
(2) Moral dan kesusilaan dan; 
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(4) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha.
75
 
(5) Hak yang paling utama bagi karyawan adalah pemenuhan upah 
sesuai dengan yang diperjanjikan. 
(6) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja. 
2) Kewajiban Karyawan 
a) Melaksanaakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan. 
b) Menunaikan janji yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad 
yang disepakati. 
c) Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar 
dari hal-hal yang merugikan perusahaan. 
Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-
komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari:
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1) Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut 
tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
perjanjian. 
2) Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur  berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya 
yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan 
kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke 
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tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, 
maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir 
atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok. 
3) Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau 
tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara ridak tetap 
bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan 
pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan 
berdasarkan kehadirannya.  




1) Fasilitas: kenikmatan dalam bentuk nyata/natur karena hal-hal yang 
bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti 
fasilitas ibadah. 
2) Bonus: pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan 
perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang 
normal atau karena peningkatan produktivitas. 
3) Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi, dan pembagian keuntungan 
lainnya. 
d. Kriteria Upah Lembur Dalam Hukum Positif 
Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap 
sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 
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1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
menyatakan bahwa: 
Agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c. suatu pokok persoalan tertentu 
d. suatu sebab yang tidak terlarang 
Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
juga menegaskan bahwa: 
Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. kesepakatan kedua belah pihak 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Dan adapun jenis-jenis kontrak kerja menurut bentuknya dapat 
dibagi menjadi dua bagian 
a. Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis 
Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun 
kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk 
melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. 
Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal 
yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak 
 
dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara 
tertulis sehingga merugikan pekerja. 
b. Berbentuk Tulisan 
Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai 
sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan 
industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan 
pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang 
tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. 
Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 
dalam pasal 1dijelaskan bahwa: 
a. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam 
sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (minggu) untuk 6 (enam) hari kerja 
dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat 
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada 
hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
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b. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
c. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
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Berdasarkan pengertian tentang kerja lembur dan upah kerja 
lembur di atas bahwa perhitungan lembur karyawan dibedakan menjadi 
dua: 
a. Untuk lembur pada hari kerja, rate upah lembur adalah 1,5x upah sejam 
pada jam pertama lembur dan 2x upah sejam pada jam seterusnya.  
b. Untuk lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional: 
1) Untuk perusahaan dengan 5 hari kerja, rate adalah 2x upah sejam 
untuk 8 jam pertama, 3x upah sejam untuk jam ke-9, dan 4x upah 
sejam untuk jam ke-10 dan ke-11. 
2) Untuk perusahaan dengan 6 hari kerja, rate adalah 2x upah sejam 
untuk 7 jam pertama, 3x upah sejam untuk jam ke-8, dan 4x upah 
sejam untuk jam ke-9 dan ke-10. 
3) Untuk hari libur yang jatuh pada hari kerja terpendek (misalnya 
Jumat), rate adalah 2x upah sejam untuk 5 jam pertama, 3x upah 
sejam pada jam ke-6, dan 4x upah sejam pada jam ke-7 dan ke-8. 
Cara menghitung upah di atas adalah 1 jam dihitung dengan rumus 
1/173 x upah sebulan, yaitu upah pokok sebulan 100% beserta tunjangan 
tetap atau 75% upah pokok apabila Anda mendapatkan tunjangan tetap dan 
tidak tetap hal ini sebagaimana yang tertuang dala Peraturan 
Kemenakertrans No. KEP. 102/MEN/VI/2004 pasal 8 ayat 2. 
Sebagai contoh perhitungan lembur karyawan ialah sebagai berikut: 
Misalnya, A memiliki satu karyawan yang bekerja lembur selama 3 jam 
pada hari Kamis. Gaji bulanan karyawan tersebut termasuk tunjangan tetap 
 
adalah Rp3.000.000. Kemudian berapa uang lembur yang harus A bayar 
untuk pekerjanya? 
Pertama, A harus menghitung upah sejam dulu. 
Upah sejam: Rp3.000.000 x 1/173 = Rp17.341 
Kedua, karena lembur dilakukan pada hari kerja, maka rate yang berlaku 
adalah 1,5x upah sejam pada jam pertama dan 2x upah sejam pada jam-jam 
berikutnya. 
Uang lembur jam pertama: 1,5 x Rp17.341 = Rp26.011. 
Uang lembur jam kedua: 2 x Rp17.341 = Rp34.682. 
Uang lembur jam ketiga: 2 x Rp17.341 = Rp34.682. 
Total upah lembur = Rp26.011 + Rp34.682 + Rp34.682 = Rp95.375. 
Hanya saja terkadang peraturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah ini tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Pasalnya, ada 
saja perusahaan yang tidak adil dalam membuat peraturan jam kerja 
shift maupun cara menghitung gaji karyawan. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah kesulitan penghitungan gaji, apalagi mengingat 
rumitnya rumus perhitungan lembur karyawan seperti dijabarkan di atas. 
Dewan Pengupahan Kabupaten Lampung Selatan akhirnya 
menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan Tahun 
2019 sebesar Rp2.365.835,84.  
Penetapan UMK tahun 2019 tersebut berdasarkan hasil rapat tim 
Dewan Pengupahan Lamsel yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja, 
 
pengusaha dan unsur pakar yang digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan. 
Sekretaris Disnakertrans Lamsel Mery Suryadi selaku Ketua Dewan 
Pengupahan Lamsel menyampaikan, ditetapkannya upah minimum 
kabupaten tersebut tujuannya tidak lain untuk  mensejahterahkan para 
pekerja atau buruh di Kabupaten Lampung Selatan. 
Dijelaskannya, penetapan upah minimum Kabupaten Lamsel ini 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dengan mengikuti 
inflasi Nasional sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi Pendapatan 
Domistik Bruto (PDB) sebesar 5,15 persen, serta Adj sebesar 1,3625 
persen/tahun.  
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Lamsel Subagio 
menuturkan, penetapan UMK tahun 2019 tersebut diperoleh dari hasil 
perumusan yang dilakukan oleh tim dewan pengupahan Lamsel berdasarkan 
rumus UMn = UMt x Umt x Inflasi + % APBDt  + % Adj. “Atas dasar 
rumusan tersebut maka tercapailah kesepakatan mengenai upah minimum 
kabupaten untuk tahun 2019 mendatang dengan jumlah nilai sebesar 
Rp2.365.835,84,” terangnya. 
Diungkapkannya, pada tahun 2018 UMK Lampung Selatan sebesar 
Rp2.168.702,48 perbulan. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang 
hanya sebesar Rp1.973.789,48 perbulan. Dan untuk tahun  2019 mendatang 
nilai UMK kembali dinaikan menjadi Rp2.365.835,84 perbulan. “Penetapan 
UMK ini didasari oleh PP Nomor 78 Tahun 2015. Dimana parameter yang 
 
menjadi dasar penetapan yaitu tingkat inflasi nasional, pendapatan domistik 




Ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota merupakan salah satu hal 
yang banyak dinantikan masyarakat ketika pergantian tahun. Lampung 
Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang UMK 2019 
sudah ditetapkan. Penetapan UMK ini dilakukan oleh Gubernur Lampung 
yang sebelumnya juga telah menetapkan besaran UMP di Lampung. Setelah 
ditetapkan maka upah/gaji untuk tahun ini sudah mengikuti ketetapan yang 
ada atau lebih tepatnya berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019. 
Masyarakat yang bekerja di Lampung Selatan tentu banyak yang 
menantikan ketetapan upah minimum terbaru karena diharapkan adanya 
kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang semangat kerja. 
Sebelum menuju hasil ketetapan umr lampung selatan 2019, dibawah ini ada 
informasi mengenai besaran UMP Lampung terbaru yang bisa dilihat 
sebagai pembanding berapa selisih antara UMP dan UMKnya nanti. 
Tabel No. 1 
UMP Provisi Lampung 2019 
Provinsi Besaran UMP 
Lampung Rp. 2.241.269 
Tabel di atas menunjukkan bahwa upah minimum Lampung di 
Provinsi Lampung saat ini sebesar Rp 2.241.269, nominal tersebut 
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mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 yang lalu 
umpnya Rp 2.074.481. 
Jika UMPnya mengalami kenaikan maka ini merupakan kabar yang 
bagus karena biasanya umk nilainya lebih tinggi dari upah minimum 
provinsi. Nah bagi yang sudah tidak sabar bisa melihat daftar UMK 
Kabupaten Lampung Selatan 2019 di bawah ini, kami juga menyertakan 
tahun-tahun sebelumnya untuk melihat berapa kenaikan setiap tahunnya. 
Table No.2 
Daftar UMK Lampung Selatan dan Tahun Sebelumnya 
UMK Kabupaten Lampung Selatan Tahun Besaran UMK 
2019 Rp. 2.365.835 
2018 Rp. 2.168.702 
2017 Rp. 1.973.798 
2016 Rp. 1.800.500 
2015 Rp. 1.595.000 
2014 Rp. 1.402.500 
Data pada tabel di atas menunjukkan besaran UMK di Kabupaten 
Lampung Selatan 2019, dapat dilihat bahwa untuk tahun ini UMKnya 
sebesar Rp 2.365.835. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya yakni Rp 2.168.702.
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B. Tinjauan Pustaka 
Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang hukum ekonomi Islam 
telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun 
yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan 
ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut: 
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